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Abstrak
Keberlanjutan dan penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian 
Hukum dan HAM. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang 
telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian gabungan (mixed methods) antara pendekatan kuantitatif dan 
kualitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa reformasi birokrasi 
dicapai melalui pelaksanaan tugas dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area perubahan dengan 
pemanfaatan Teknologi Informasi serta melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dengan membentuk sumber daya manusia aparatur yang mempunyai inovasi dan 
kreatifitas perubahan. Secara umum pelaksanaan 8 area reformasi birokrasi sudah berjalan dengan 
baik. Meskipun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaanya yang berkaitan dengan komitmen, 
tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan reformasi birokrasi dan target kinerja, 
tingkat kepuasan pegawai, dan beban kerja pegawai. 
Kata kunci: Implementasi, Reformasi Birokrasi, Good Governance

Abstract
Sustainability of previous stages bureaucracy reform has an important role in bringing good 
governance into reality to make vision and mission of the Ministry of Law and Human Rights come 
true. In order to bureaucracy reform implementation runs well, so it is necessary to do monitoring and 
evaluating. The purpose of this research is to examine the implementation of bureaucracy reform 
of the Ministry of Law and Human Rights. It uses mixed-method that is quantitative and qualitative 
approach with primary and secondary data. The sampling technique is purposive sampling and 
the result of this research shows that bureaucracy reform is achieved through an integrated task 
and duties performance by means of eight (8) change areas by using technology information and 
make an innovation to promote service to society by creating a creative and innovative apparatus. 
In general, its implementation goes well, although still find obstacles in performance targets related 
to commitment, stage of understanding and knowledge, officers satisfaction and work`s burden of 
officers.
Keywords: implementation, bureaucracy reform, good governance
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PENDAHULUAN

Latar Belakang
Kebijakan reformasi birokrasi dilaksana-

kan dalam rangka meningkatkan tata kelola 
pemerintahan yang lebih baik dan merupakan 
bagian terpenting dalam meningkatkan 
pelaksanaan pembangunan nasional. 
Melalui reformasi birokrasi dilakukan 
penataan terhadap sistem penyelenggaraan 
pemerintah terutama menyangkut aspek 
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan 
(business process), dan sumber daya 
manusia aparatur. Penataan birokrasi menjadi 
agenda utama karena kualitas birokrat inilah 
yang menentukan berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan oleh sektor publik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 
mengamanatkan bahwa pendayagunaan 
aparatur Negara dilakukan melalui reformasi 
birokrasi. Untuk memberikan arah yang lebih 
jelas, spesifik, dan terukur dikembangkan 
program Reformasi Birokrasi (RB) melalui 
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 tahun 
2010 tentang Grand Design RB 2010-2025 
yang akan menjadi acuan bagi K/L dan Pemda 
dalam melaksanakan reformasi birokrasi 
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik melalui delapan (8) area perubahan 
yang harus dilakukan. Perpres ini antara 
lain menegaskan perlunya mempercepat 
tercapainya tata kelola pemerintahan yang 
baik melalui pelaksanaan RB di seluruh K/L 
dan Pemda.

Grand Design dan Road Map RB 
juga menyebutkan bahwa visi RB adalah 
terwujudnya pemerintahan kelas dunia 
(World Class Governance). Dengan visi 
ini berbagai program RB diarahkan untuk 
menciptakan pemerintahan yang profesional 
dan berintegritas tinggi yang mampu 
menyelenggarakan pelayanan prima kepada 
masyarakat dan manajemen pemerintahan 
yang demokratis.

Tujuan reformasi birokrasi adalah 
menciptakan birokrasi pemerintah yang yang 
profesional, dengan karakteristik adaptif, 
berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan 
bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, 
mampu melayani publik, netral, sejahtera, 
berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai 
dasar dan kode etik aparatur negara. 

Kementerian Hukum dan HAM sebagai 
institusi negara yang melaksanakan urusan 
pemerintah di bidang hukum dan hak asasi 
manusia mulai melaksanakan reformasi 
birokrasi mulai dari tahun 2010. Reformasi 
birokrasi instansi pemerintah khususnya 
Kementerian Hukum dan HAM diarahkan 
untuk memperbaiki kapasitas lembaga 
birokrasi. Dimana dalam konteksnya harus 
mampu menghasilkan sebuah lembaga 
birokrasi yang dapat mengakomodasi 
tuntutan masyarakat. Melalui reformasi 
birokrasi diharapkan agar terwujud struktur 
organisasi dengan pembagian tugas yang 
jelas serta dapat meningkatkan kemampuan 
organisasi dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya secara efisien dan efektif. 

Dalam siklus manajemen program, upaya 
perbaikan program akan dapat dilakukan jika 
telah dilakukan kegiatan evaluasi program. 
Melalui kegiatan evaluasi, keberhasilan dan 
kendala dalam pelaksanaan program dapat 
diukur karena pada hakikatnya evaluasi 
terhadap implementasi program dilakukan 
untuk melihat sejauh mana program tersebut 
telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan 
program yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Tanpa adanya evaluasi, program-program 
yang berjalan tidak akan dapat dilihat 
efektivitasnya. Melalui kegiatan evaluasi maka 
akan dapat dihasilkan data dan informasi 
serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan 
untuk memutuskan upaya perbaikan dan 
penyempurnaan program yang sedang 
dijalankan sehingga program akan dapat 
berjalan seperti yang diharapkan.
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Reformasi Birokrasi harus berjalan terus 
menerus dengan menggunakan pendekatan 
holistik, konsisten dan berkelanjutan. 
Kemajuan dan keberhasilan reformasi 
birokrasi menjadi sesuatu yang penting untuk 
diketahui sebagai dasar bagi penentuan 
langkah tindak lanjut dan jaminan proses 
reformasi berkelanjutan. 

Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang 

masalah sekaligus dugaan permasalahan 
yang terjadi di lapangan, sebagaimana 
tersebut diatas, maka pokok permasalahan 
dalam penelitian ini adalah: Bagaimana 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Kementerian Hukum dan HAM .

Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menggambarkan Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Metodologi Penelitian
1. Jenis Penelitian 
 Penelitian ini bersifat deskriptif yang 

bertujuan untuk menggambarkan dan 
menganalisis sejauh mana pelaksanaan 
8 (delapan) area perubahan reformasi 
birokrasi di Kementerian Hukum dan 
HAM. M. Nawawi Hadari menyatakan 
bahwa penelitian deskriptif tidak 
terbatas sampai pada pengumpulan dan 
penyusunan data, tetapi juga meliputi 
analisis dan interpretasi atas data.1

2. Pendekatan
 Sementara dari sisi pendekatan, 

penelitian ini menggunakan metode 
penelitian gabungan (mixed methods) 
antara penelitian kuantitatif dan 
pendekatan kualitatif. Penggunaan 
metode gabungan ini dilakukan untuk 
dapat memperoleh gambaran yang 

lebih mendalam mengenai fenomena 
yang diteliti yang pada akhirnya akan 
memperkuat analisis penelitian.

3. Bentuk Penelitian
 Bentuk penelitian ini adalah evaluatif yang 

bertujuan untuk melihat pelaksanaan 
reformasi birokrasi di Kementerian 
Hukum dan HAM. Ditinjau dari sudut 
penerapannya, penelitian ini adalah 
penelitian terapan (applied research) 
yang bertujuan untuk memecahkan 
permasalahan secara praktis, aplikatif 
dan dapat digunakan sebagai data bagi 
Pimpinan Kementerian untuk mengambil 
kebijakan terkait secara lebih cepat.

4. Teknik Pengumpulan Data
 Dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) 

jenis data, yaitu data primer dan data 
sekunder. Umar menyatakan data 
primer adalah data yang didapat dari 
sumber pertama baik dari individu atau 
perorangan seperti hasil wawancara 
atau hasil pengisian kuesioner yang 
biasa dilakukan di dalam penelitian.2 
Diperoleh melalui wawancara mendalam 
(indepth interview) secara terstruktur 
dan kuisioner. Data sekunder adalah 
data primer yang telah diolah lebih 
lanjut dan disajikan, baik oleh pihak 
pengumpul data primer atau orang lain, 
misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau 
diagram-diagram3. Diperoleh melalui 
studi kepustakaan (library study) dengan 
cara membaca berbagai literatur seperti 
buku, jurnal, internet dan sumber bacaan 
lainnya yang berhubungan dengan topik 
penelitian.

 Teknik pengambilan sampel yang 
digunakan adalah purposive sampling, 
yaitu memilih anggota populasi 
berdasarkan karakteristik yang relevan 
dengan tujuan penelitian, yaitu pejabat 
struktural, pejabat fungsional tertentu, 

1 Hadari, Nawawi. Metode Penelitian Bidang Sosial. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2005), hlm.63
2 Husein Umar. Riset Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1997), hlm.64
3. Supramono dan Sugiarto. Statistika. (Yogyakarta: Andi Offset. 1993), hlm. 99
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dan pejabat fungsional umum yang 
dinilai mempunyai pengetahuan yang 
cukup mengenai pelaksanaan reformasi 
birokrasi di lingkungan Unit Utama dan 
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 
HAM .

5. Teknik Analisis Data
 Teknik analisis data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model 
interaktif sebagaimana dikemukakan 
oleh Miles dan Huberman dalam 
kurniawan4 meliputi kegiatan reduksi 
data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Reduksi data dan sajian 
data disusun pada waktu peneliti 
mendapatkan data yang diperlukan 
dalam penelitian. Setelah pengumpulan 

data berakhir, peneliti berusaha 
menarik kesimpulan berdasarkan 
verifikasi data lapangan tersebut.

 Untuk data kuantitatif, data yang 
diperoleh akan dihitung persentase 
berdasarkan respon terhadap beberapa 
statement dengan menunjukkan apakah 
responden sangat setuju, setuju, kurang 
setuju, dan tidak setuju terhadap tiap-tiap 
statement. Hasil penghitungan dilakukan 
menggunakan penilaian Indeks Ke-
puasan Masyarakat (IKM), Mutu 
Pelayanan, dan Nilai Kinerja berdasarkan 
Keputusan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara Nomor: Kep/25/M.
PAN/2/2004. Untuk menetapkan mutu 
layanan menggunakan tabel berikut:

Tabel 1 Nilai Interval, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai 
Persepsi

Nilai Interval Nilai Interval 
Konversi

Mutu Pelayanan Kinerja Unit 
Pelayanan

1 1,00 – 1,75 25 – 43,75 D Tidak Baik
2 1,76 – 2,50 43,76 – 62,50 C Kurang Baik
3 2,51 – 3,25 62,51 – 81,25 B Baik
4 3,26 – 4,00 81,26 – 100 A Sangat Baik

Sumber: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/25/M.PAN/2/2004

PEMBAHASAN

Reformasi birokrasi dapat diartikan 
sebagai perubahan secara mendasar, baik 
mind set, maupun culture set penyelenggara 
negara dari mentalitas, yang bersifat 
mengawasi, mengontrol dan menguasai 
masyarakat (colonial paradigm), menjadi 
penyelenggara Negara (birokrasi) yang pro 
kepada good publik service serta tata kelola 
pemerintahan yang dapat meminimalisir 
terjadinya tindakan KKN baik pada 

suprastruktur dan infrastruktur penyelenggara 
Negara dan penegakan supremasi hukum.5

Reformasi birokrasi bertujuan untuk 
menciptakan birokrasi pemerintah yang 
profesional dengan karakteristik adaptif, 
berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan 
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu 
melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, 
dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan 
kode etik aparatur negara. Sasaran reformasi 
birokrasi 2015-20196 adalah terwujudnya 
birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi 

4 Kurniawan, H. L., Paranoan, D. B., & Fitriyah, N. Pembinaan Sumber Daya Aparatur dalam Upaya Meningkatkan 
Kinerja Pegawai pada bagian Ekonomi secretariat daerah Kabupaten Kutai Barat. 2014..lihat jugaMiles, Matthew B. 
dan A. Michel Huberman.. Analisis Data Kualitatif. Cetakan I. (Jakarta: UI-Press. 2004).

5 Nur amin saleh, Reformasi Birokrasi Upaya mewujudkan implementasi good governance. dalam www.nuraminsaleh.
com/2012/10/reformasi-birokrasi-Upaya-mewujudkan/html?m=1 diakses tanggal 25 juli 2016 pukul 20.00 wib

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019.
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7 Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Kata pengantar

yang efektif dan efisien serta birokrasi yang 
memiliki pelayanan publik yang berkualitas. 

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran 
reformasi birokrasi ditetapkan area-area 
perubahan birokrasi. Perubahan-perubahan 

pada area tertentu dalam lingkup birokrasi 
diharapkan menciptakan kondisi yang 
kondusif untuk mendukung pencapaian tiga 
sasaran reformasi birokrasi, seperti dijelaskan 
dalam tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Area Perubahan dan Hasil yang diharapkan 

Area Hasil yang diharapkan

Mental aparatur dan 
Manajemen perubahan Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi

Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Kelembagaan Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai 

dengan prinsip-prinsip good governance
Sistem Manajemen SDM 
Aparatur

SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, 
berkinerja tinggi dan sejahtera 

Peraturan Perundang-
undangan Regulasi yang lebih tertib, tindak tumpang tindih dan kondusif

Pelayanan publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat

Sumber: Grand design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

Inti perubahan dari reformasi birokrasi 
adalah perubahan pada mental aparatur. 
Tetapi perubahan tersebut tidak dapat 
dilakukan hanya melalui langkah-langkah 
yang ditujukan langsung kepada aparatur, 
tetapi juga harus ditujukan kepada seluruh 
sistem yang melingkupi aparatur. 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di 
Kementerian Hukum dan HAM

Saat ini reformasi birokrasi bukan lagi 
sekedar tuntutan dari segenap elemen 
masyarakat yang mengharapkan agar 
birokrasi dan terutama aparatur dapat 
berkualitas lebih baik lagi, namun reformasi 
birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan 
bagi para aparatur pemerintahan. Namun 
demikian, perubahan itu harus tetap terukur, 
harus selalu dapat direncanakan arah 
perubahan itu sendiri. Setiap perubahan harus 

dapat diikuti agar kita dapat mengarahkan 
perubahan itu ke arah yang lebih baik sesuai 
dengan prioritas pembangunan nasional 
yang tertuang dalam Nawa Cita.7 Pokok 
pikiran dalam melakukan reformasi birokrasi 
adalah tata kelola pemerintahan yang baik 
(good governance).

Dalam rangka mewujudkan tujuan 
tersebut maka ada 8 area penting manajemen 
pemerintahan yang perlu dilakukan 
perubahan secara sungguh-sungguh dan 
berkelanjutan. Terselenggaranya reformasi 
birokrasi mengandung maksud agar 
birokrasi pemerintah dapat berlangsung 
dengan baik sesuai kebaikan prinsip-prinsip 
manajemen modern yang semakin baik 
dalam pembangunan dan pelayanan kepada 
masyarakat yang memang merupakan 
tugas utama birokrasi. Di sisi lain upaya 
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perbaikan internal terus diupayakan dengan 
pengembangan kapasitas dan kompetensi 
penyelenggaranya baik secara kualitas 
maupun kuantitasnya. Sehingga diharapkan 
dalam lima tahun ke depan menghasilkan 
birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi 
yang efektif dan efisien serta memiliki 
pelayanan publik berkualitas dalam rangka 
mewujudkan pemerintahan yang berbasis 
kinerja. 

Perubahan-perubahan pada area 
tersebut terintegrasi melalui pelaksanaan 
tugas dan fungsi di Kementerian Hukum 
dan HAM yang dapat menciptakan kondisi 
kondusif untuk mendukung pencapaian 
tiga sasaran reformasi birokrasi. Agar 
pelaksanaan reformasi birokrasi dapat 
berjalan sesuai dengan arah yang telah 
ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring 
dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh 
mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. 
Disamping itu monitoring dan evaluasi juga 
dimaksudkan untuk memberikan masukan 
dalam menyusun rencana aksi perbaikan 
berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi 
birokrasi periode atau tahun berikutnya.

Penilaian terhadap setiap program 
dalam komponen pengungkit (proses) dan 
sasaran reformasi birokrasi diukur melalui 
indikator-indikator yang dipandang mewakili 
program tersebut. Sehingga dengan 
menilai indikator tersebut diharapkan dapat 
memberikan gambaran pencapaian upaya 
yang berdampak pada pencapaian sasaran. 
Penilaian delapan area perubahan pada 5 
(lima) Kantor Wilayah Kementerian Hukum 
dan HAM (Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera 
Barat, Papua dan DKI Jakarta) dengan 314 
responden menunjukan:
a. Manajemen Perubahan dan Mental 

Aparatur
Hasil kajian menunjukan Bahwa 87.29 

% dari responden menilai Positif (setuju dan 
sangat setuju) bahwa penataan manajemen 
perubahan dan mental aparatur telah 
dilakukan dengan baik dan nilai rata-rata 
unsur Penataan Manajemen Perubahan 
dan Mental Aparatur adalah 3,02 (BAIK), 
sebagaimana terlihat dalam tabel 3 dibawah 
ini: 

Tabel 3 Pelaksanaan Manajemen Perubahan dan Mental Aparatur 

Indikator Nilai

Reformasi Birokrasi telah di isi oleh orang 
– orang yang mempunyai kompetensi 
yang sesuai dalam melaksanakan program 
Reformasi Birokrasi

3.26

Telah dilakukan sosialisasi dan internalisasi 
nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM dalam 
semangat “KAMI PASTI”. 

2.93

Nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM 
dalam semangat “KAMI PASTI” dapat merubah 
budaya kerja dan pola pikir dalam mendukung 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi

3.08

Para pimpinan terlibat dan perhatian dalam 
mendorong pelaksanaan program reformasi 
birokrasi Kementerian Hukum dan HAM

3.11

Agen perubahan sebagai role model telah aktif 
dan efektif dalam mendorong perubahan pola 
pikir pegawai.

2.85

Terdapat media komunikasi untuk 
mensosialisasikan tentang reformasi birokrasi 
yang sedang berjalan dan akan dilakukan

2.99

Terjadi perubahan perilaku pegawai terhadap 
kinerja, etika dan disiplin 2.91

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016
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Merubah pola pikir dan budaya kerja 
pegawai bukan merupakan pekerjaan yang 
mudah, dibutuhkan kerja sama semua pihak 
dalam mewujudkan perubahan tersebut. 
Meskipun agen perubahan dibentuk pada 
semua unit kerja, namun apabila tidak 
ada komitmen dan kemauan dari seluruh 
organisasi maka perubahan tersebut tidak 
akan terjadi. Oleh karena itu dibutuhkan 
komitmen yang kuat dari pimpinan dan setiap 
anggota organisasi untuk tetap konsisten 
melaksanakan perubahan yang baik. 

Selain unsur pimpinan, untuk 
mempercepat perubahan kepada seluruh 
individu anggota organisasi, sangat diperlukan 
beberapa individu untuk menjadi unsur 
penggerak utama perubahan yang sekaligus 
dapat menjadi contoh dalam berperilaku 
bagi seluruh individu anggota organisasi 
yang ada di lingkungan organisasinya.8 
Dengan demikian perlu membangun dan 
memilih individu sebagai agen yang dapat 
menggerakkan perubahan pada lingkungan 
kerjanya dan dapat menjadi teladan bagi 
anggota organisasi lainnya dalam berperilaku 
sesuai dengan tata nilai Kemenkumham 
“KAMI PASTI”. 

Diperlukan peran aktif dari agen 
perubahan dalam melakukan sosialisasi, 
panduan pembangunan agen perubahan 
kepada seluruh anggota organisasi serta 
modul coaching and mentoring agen 
perubahan sehingga diharapkan nantinya 
seluruh pegawai bisa memiliki jiwa yang 
“PASTI”.

Perubahan mental aparatur kemen-
kumham bisa dilakukan melalui penerapan 
nilai-nilai kami pasti, membiasakan gotong 
royong dan sinergi, meningkatkan disiplin, 
etos kerja dan integritas, berpikir dan bertindak 
positif, hidup sederhana dan bersahaja, serta 
selalu siap dengan perubahan. 
b. Penataan Peraturan Perundang-

undangan 
Hasil Kajian menunjukan bahwa 90.25 

% dari responden menyatakan menyatakan 
positif (setuju dan sangat setuju) bahwa 
penataan peraturan perundang-undangan 
telah dilakukan dengan baik dan nilai rata-
rata unsur variable Penataan Peraturan 
Perundang-undangan adalah 3,05 (BAIK), 
sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah 
ini :

Tabel 4 Pelaksanaan Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Nilai

Dilakukan penataan/ harmonisasi peraturan 
yang dikeluarkan/ diterbitkan oleh 
Kementerian Hukum dan HAM RI

3.11

Penyusunan peraturan telah melibatkan/
konsultasi bersama pemangku kepentingan

2.89

Peraturan yang dibuat Kementerian Hukum 
dan HAM sesuai dengan visi dan misi 
organisasi.

3.13

Informasi pembentukan dan database 
peraturan perundang-undangan mudah 
diakses masyarakat

3.08

Sumber: hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

8 Republik Indonesia, Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan 
Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
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Penataan Peraturan Perundang-
undangan bertujuan untuk meningkatkan 
efektivitas pengelolaan peraturan perundang-
undangan yang dikeluarkan oleh instansi 
pemerintah. Dengan melalui penataan 
peraturan perundang-undangan diharapkan 
tumpang tindih dan disharmonisasi peraturan 
perundang-undangan yang dikeluarkan 
oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat 
diminimalisir bahkan dihilangkan sama sekali 
serta meningkatkan efektivitas pengelolaan 
peraturan perundang-undangan instansi 
pemerintah.9

Pencapaian program penataan 
peraturan perundang-undangan dilihat dari 
adanya harmonisasi dan adanya sistem 
pengendalian dalam penyusunan peraturan 
perundang-undangan. Proses harmonisasi 
dilakukan melalui identifikasi, analisis, dan 
pemetaan serta revisi peraturan perundangan 
yang tumpang tindih dan disharmonis. 
Proses identifikasi dan pemetaan peraturan 
perundang-undangan di Ke menteri  an Hukum 
dan HAM masih terus dilakukan. Selain itu 

untuk mendorong iklim kondusif bagi publik, 
dengan melakukan percepatan penyusunan 
rancangan undang-undang yang mendukung 
pencegahan dan pemberantasan tindak 
pidana korupsi. 

Sistem pengendalian dalam penyusunan 
peraturan perundang-undangan dilakukan 
dengan menyempurnakan buku panduan 
penyusuanan peraturan serta dengan 
membangun sistem informasi dan database 
peraturan perundang-undangan (djpp.
kemenkumham.go.id/database-peraturan/
undang-undang.html atau www.peraturan.
go.id)
c. Penataan dan Penguatan Organisasi

Hasil kajian menunjukan bahwa 84.75 
% dari responden menyatakan menyatakan 
positif (setuju dan sangat setuju) bahwa 
penataan dan penguatan organisasi telah 
dilakukan dengan baik dan nilai rata-rata 
unsur variable Penataan dan Penguatan 
Organisasi adalah 2,93 (BAIK), sebagaimana 
terlihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5 Pelaksanaan Penataan 
dan Penguatan Organisasi

Indikator Nilai

Perubahan struktur organisasi di 
Kementerian Hukum dan HAM Sudah sesuai 
dengan pelaksanaan tugas dan fungsi

2.88

Struktur organisasi Kementerian Hukum dan 
HAM saat ini mempertimbangkan beban 
kerja antar satuan/unit kerja.

2.88

Kondisi organisasi Kementerian Hukum dan 
HAM dapat meningkatkan inovasi kerja dan 
terobosan-terobosan

2.96

Struktur organisasi di Kementerian 
Hukum dan HAM menunjukan hierarki 
pertanggungjawaban yang jelas

2.99

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

9 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi nomor 14 tahun 2014 
tentang evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
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Untuk menciptakan organisasi yang 
efektif dan efisien, Kementerian Hukum 
dan HAM telah menetapkan kerangka 
kelembagaannya. Tujuan dari kerangka 
kelembagaan ini untuk memperbaiki 
terjadinya tumpang tindih tugas pokok 
dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM 
sehingga perlu dilakukan restrukturisasi 
kelembagaan yang fokus kepada penguatan 
unit kerja melalui restrukturisasi organisasi, 
tata laksana internal termasuk dukungan 
penguatan untuk penyelenggaraan bidang 
pengembangan kepegawaian.

Meskipun 4 indikator penataan dan 
penguatan organisasi mendapat nilai 
positif dari responden dan dianggap sudah 
berhasil, namun, Kementerian Hukum dan 
HAM RI juga masih perlu melakukan upaya 

penguatan unit kerja yang menangani 
organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, 
kepegawaian dan diklat agar mampu 
mendukung tercapainya tujuan dan sasaran 
reformasi birokrasi serta membentuk UPT/
unit baru berkaitan dengan adanya kebijakan 
pemekaran wilayah maupun pembentukan 
unit pelaksana teknis yang menjadi amanat 
peraturan perundang-undangan.
d. Penataan Tata laksana

Hasil kajian menunjukan bahwa 83.17 
% dari responden menyatakan menyatakan 
positif (setuju dan sangat setuju) bahwa 
penataan tata laksana telah dilakukan 
dengan baik dan nilai rata-rata unsur variable 
Penataan Tata laksana adalah 2,99 (BAIK), 
sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah 
ini :

Tabel 6 pelaksanaan Penataan Tata laksana 

Indikator Nilai

SOP yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM/ Unit kerja memudahkan penyelenggaraan 
tugas dan fungsi 3.23

Pola kooordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar satuan/unit kerja sudah 
berjalan efektif. 2.83

Mekanisme dan tatakerja di dalam dan/atau antar satuan/unit kerja sudah berjalan efektif. 2.85
Pemanfaatan Teknologi Informasi di Kementerian Hukum dan HAM memudahkan 
pelaksanaan tugas dan fungsi. 3.18

Meningkatnya penerapan keterbukaan Informasi Publik (masyarakat mudah mendapatkan 
informasi Kementerian Hukum dan HAM) 3.13

Kementerian Hukum dan HAM telah mempunyai sistem pengelolaan kearsipan yang 
handal 2.75

Sumber: hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

Kegiatan penataan tata laksana 
ditandai dengan meningkatnya penerapan 
sistem, proses dan prosedur kerja yang 
jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, 
sederhana, transparan, partisipatif dan 
berbasis e-government; meningkatnya 
penerapan sistem pengadaan barang 
dan jasa secara elektronik; meningkatnya 
penerapan keterbukaan informasi publik; 
dan meningkatnya penerapan manajemen 
kearsipan yang handal. 

Seiring dengan perubahan organisasi 
maka Kemenkumham melakukan penyem-

purna an peta proses bisnis. Pemetaan 
proses bisnis bertujuan untuk meningkatkan 
efisiensi dan efektifitas kerja organisasi; 
Perbaikan sinergitas dan koordinasi antar 
organisasi pemerintah; Menciptakan tertib 
penyelenggaraan tugas dan fungsi setiap unit 
kerja; Kemudian mencegah penyalahgunaan 
wewenang; Mendorong setiap unit kerja 
memiliki proses bisnis dan prosedur baku 
pada setiap tugas dan fungsi; Memperkuat 
akuntabilitas kinerja; dan pada akhirnya akan 
dihasilkan perbaikan mutu pelayanan publik.
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Sebagai wujud pemanfaatan tekonologi 
informasi dan penerapan keterbukaan 
informasi publik, Kementerian Hukum 
dan HAM mempunyai portal resmi yaitu 
www.kemenkumham.go.id sebagai media 
penyebarluasan data dan informasi dan 
merupakan data base online, sehingga 
masyarakat dengan mudah mengakses data 
dan informasi. Namun website ini hanya 
terintegrasi ke unit utama dan kantor wilayah 
belum sampai ke tingkat UPT/satuan kerja. 

e. Penataan Sistem Manajemen SDM 
Aparatur
Hasil Kajian menunjukan bahwa 77.75 

% dari responden menyatakan positif (setuju 
dan sangat setuju) bahwa penataan sistem 
manajemen SDM aparatur telah dilakukan 
dengan baik dan nilai rata-rata unsur variable 
Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 
adalah 2,93 (BAIK), sebagaimana terlihat 
dalam tabel di bawah ini:

Tabel 7 Pelaksanaan Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

Indikator Nilai

Rekrutmen pegawai di Kementerian Hukum dan HAM dilakukan secara adil, transaparan, 
objektif,. 2.97

Adanya program berkala bagi pengembangan diri/kompetensi pegawai dalam rangka 
meningkatkan motivasi dan kemampuan kerja 2.95

Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kinerja organisasi 3.05
Promosi jabatan dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi 2.81
Penilaian kinerja pegawai dilakukan dengan objektif dan adil 2.97
Adanya pembagian kerja yang jelas 2.95
Pemberian reward and punishment kepada pegawai sudah berbasis kinerja dan 
kompetensi 2.84

Sistem Informasi Kepegawaian sudah dimanfaatkan dalam mendukung pengembangan 
pegawai (integrasi dan otomasi administrasi dan pelayanan kepegawaian) 2.90

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

Tujuan reformasi birokrasi Kementerian 
Hukum dan HAM adalah menciptakan 
birokrasi yang efektif dan efisien dengan 
aparatur yang mempunyai integritas, bersih, 
profesional dan bertanggung jawab. Untuk 
membentuk aparatur Kemenkumham seperti 
itu dibutuhkan penataan sistem manajemen 
pengembangan SDM yang dapat mendukung 
pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian. 
Proses penataan SDM dimulai dari proses 
perencanaan kebutuhan, rekrutmen pegawai, 
pengembangan kompetensi, promosi jabatan 

terbuka, adanya penilaian kinerja, penegakan 
aturan disiplin/kode etik perilaku, evaluasi 
jabatan dan integrasi dalam sistem informasi 
kepegawaian (SIMPEG).
f. Penguatan Akuntabilitas

Hasil kaian menunjukan bahwa 79.5 % 
dari responden menilai positif (setuju dan 
sangat setuju) area penguatan akuntabilitas 
telah dilakukan dengan baik dan nilai rata-
rata unsur variable Penguatan Akuntabilitas 
adalah 2,85 (BAIK), sebagaimana terlihat 
dalam tabel di bawah ini :

Tabel 8 Pelaksanaan Penguatan Akuntabilitas 

Indikator Nilai

Pimpinan terlibat dalam penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang ditetapkan 
Kemenkumham/Kantor Wilayah 3.07

Ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja 2.87
Telah dilakukan evaluasi kinerja pegawai Kementerian Hukum dan HAM 2.87

Penilaian kinerja pegawai Kementerian Hukum dan HAM secara online sudah berjalan 
efektif. 2.57

Sumber: hasil pengolahan kuisioner tahun 2016
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Pelaksanaan area reformasi birokrasi 
di Kementerian/lembaga harus mengikuti 
kegiatan prioritas nasional, dalam 
penguatan akuntabilitas kinerja kegiatan 
prioritas nasional berbentuk pembangunan/
pengembangan teknologi informasi dalam 
manajemen kinerja. Penguatan akuntabilitas 
kinerja Kemenkumham dilakukan dengan 
pengembangan evaluasi kinerja pegawai 
secara online dan pelaporan kinerja secara 
online (e-lakip).

Hasil yang diharapkan dari penguatan 
akuntabilitas adalah meningkatnya kualitas 
penerapan sistem akuntabilitas keuangan 
dan kinerja yang terintegrasi; meningkatnya 
penerapan manajemen kinerja dan 
meningkat nya akuntabilitas aparatur. 

Kepedulian pimpinan merupakan 
titik dasar dan awal dalam pelaksanaan 

penguatan akuntabilitas. Perubahan ke arah 
yang lebih baik tidak akan bisa dimulai tanpa 
adanya kepedulian dari tiap pimpinan. Dengan 
kepedulian, akan membangun komitmen 
yang dapat mendorong setiap pimpinan 
instansi untuk melakukan perubahan 
yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk 
meningkatkan akuntabilitas kinerja, selain 
pimpinan juga dibutuhkan keterlibatan dan 
kepedulian serta kerja sama dari seluruh 
komponen organisasi. 
g. Penguatan Pengawasan

Hasil kajian menunjukan bahwa 76.88 % 
dari responden menyatakan positif (setuju dan 
sangat setuju) bahwa penguatan pengawasan 
telah dilakukan dengan baik dan nilai rata-
rata unsur variable Penguatan Pengawasan 
adalah 2,81 (BAIK), sebagaimana terlihat 
dalam tabel di bawah ini :

Tabel 9 Pelaksanaan Penguatan Pengawasan 

Indikator Nilai

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada unit kerja telah berjalan efektif 2.70
Sudah mempunyai sistem pengendalian pelaporan gratifikasi yang mudah diakses 
pegawai dan terjamin kerahasiaannya. 2.69

Sudah dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja pada setiap satuan/unit kerja 2.95
Atasan sudah melakukan pengawasan terhadap kinerja bawahan (staf) 2.95
Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) didukung SDM berkualitas dan kompeten 2.78
Sistem penanganan pengaduan masyarakat sudah berjalan efektif (setiap pengaduan 
sudah langsung ditindaklanjuti) 2.89

Pelaksanaan Whistle-blowing system (Sistem Pengaduan Pelanggaran) sudah berjalan 
optimal 2.72

Zona integritas sudah berjalan efektif dalam menciptakan wilayah bebas korupsi (WBK)
2.81

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

Hasil yang diharapkan dari penguatan 
pengawasan yaitu meningkatnya kapasitas 
APIP; penerapan sistem pengawasan 
yang independen, profesional dan sinergis; 
penerapan penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan bebas KKN; meningkatnya 
integritas aparatur dan meningkatnya efisiensi 
penyelenggaraan birokrasi. 

Penguatan pengawasan dapat dicapai 
antara lain dengan peningkatkan kapabilitas 

APIP, baik dari aspek kelembagaan, proses 
bisnis/tata kelola pengawasan, maupun 
SDM. Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan 
untuk melaksanakan tugas-tugas pengawas-
an yang terdiri dari tiga unsur yang saling 
terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan 
kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki 
APIP agar dapat mewujudkan peran APIP 
secara efektif.
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h. Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Publik
Pelayanan publik Bahwa 80.29 % dari 

responden menyatakan setuju dan sangat 
setuju bahwa peningkatan kualitas pelayanan 

publik telah dilakukan dengan baik dan nilai 
rata-rata unsur variable Peningkatan Kualitas 
Pelayanan Publik adalah 2,87 (BAIK), 
sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah 
ini:

Tabel 10 Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Indikator Nilai

Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing-masing di Kementerian Hukum dan 
HAM telah dilakukan 2.98

Telah dilakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan publik 2.80
Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima 
(kode etik, estetika, dll) 2.81

Telah melakukan inovasi dalam pemanfaatan teknologi informasi dalam perbaikan sistem 
layanan 2.97

Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti oleh unit kerja 2.99
Mekanisme pemberian saran dan masukan untuk perbaikan sudah berjalan optimal 2.78
Telah dilakukan survey kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan 2.78

Sumber : hasil pengolahan kuisioner tahun 2016

Pemanfaatan teknologi informasi 
(information technology) merupakan salah 
satu alternatif untuk melakukan inovasi 
birokrasi dan perbaikan pelayanan publik. 
Kebutuhan informasi yang sangat cepat, dan 
tepat menajdi suatu kebutuhan utama di segala 
aspek. Pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi informasi di Kementerian Hukum 
dan HAM mengikuti/disesuaikan dengan 
pelayanan di masing-masing unit utama. 

Kementerian Hukum dan HAM dalam 
upaya meningkatkan kualitas pelayanannya 
dengan mengadopsi teknologi informasi 
yang berbasis web sehingga memudahkan 
masyarakat untuk mengakses pelayanan-
pelayanan yang diberikan melalui layanan 
online Kemenkumham yang berisi Layanan 
Paspor Online; Info Antrian Layanan Paspor; 
Layanan Visa Online (Baru); Sistem Database 
Pemasyarakatan; Kamus Pemasyarakatan; 
Database Peraturan Perundang-undangan; 
Fidusia; Yayasan; Perseroaan Terbatas; 
Perkumpulan; Notaris; Database Paten; 

Database Merk; Database Desain Industri; 
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
Nasional; dan Buku Elektronik Balitbang 
Hukum dan HAM.

Selain itu dilakukan dengan melakukan 
inovasi-inovasi baru dengan tujuan untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat untuk 
kemudahan, kecepatan, keamanan, dan 
kenyamanan. Seperti pelayanan early 
morning system pelayanan paspor, sistem 
antrian, dan lain sebagainya. 

Keberhasilan reformasi birokrasi 
seharusnya bukan hanya ada pada 
kelengkapan dokumentasi semata, namun 
harus mampu dirasakan oleh seluruh 
masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan 
reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau 
laporan saja, namun bagaimana masyarakat 
yang kita layani dapat merasakan dampak 
perubahan yang lebih baik. Itulah makna 
yang sebenarnya dari Revolusi Mental di 
bidang aparatur.10

10 Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Kata pengantar
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11 Laporan singkat Rapat kerja komisi 3  DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 21 Januari 2015. Dalam 
www.DPR.go.id/dokumen/ diakses tanggal 11 Juli 2016 pukul 10.00 wib

Kegiatan reformasi birokrasi di 
Kementerian Hukum dan HAM dimulai 
dari menyebarkan informasi tentang RB, 
menanamkan pemahaman, mendorong 
komitmen hingga akhirnya dapat 
menggerakan partisipasi seluruh komponen 
yang ada di Kementerian Hukum dan HAM. 
Sejak dimulainya pencanangan gerakan 
reformasi birokrasi tahun 2010, Kementerian 
Hukum dan HAM mengalami perubahan yang 
signifikan, terutama dalam hal peningkatan 
kualitas pelayanan publik. Berbagai upaya 
telah dilakukan dalam kerangka mewujudkan 
reformasi birokrasi yang berbasis kinerja 
dengan terus meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dengan konsep “mudah, 
cepat, netral dan berbasis teknologi” guna 
mempercepat proses pelayanan serta 
mengurangi kontak langsung pemberian 
pelayanan (service exposure) untuk 
mendukung peningkatan peroleh PNBP 
melalui perbaikan sistem layanan.11

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi 
birokrasi memiliki peran penting dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik dalam mewujudkan visi dan misi 
Kementerian Hukum dan HAM. Keberhasilan 
pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 
2010-2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan 
reformasi tahap yang selanjutnya. Tahun 
2015 merupakan awal dimulainya reformasi 
birokrasi tahap ke dua. Pelaksanaan 
reformasi birokrasi 2015-2019 merupakan 
penguatan pelaksanaan reformasi birokrasi 
tahapan sebelumnya. 

Penguatan reformasi birokrasi tahun 
2015-2019 dilakukan melalui: memelihara 
dan/atau meningkatkan/memperkuat 
area perubahan yang sudah mencapai 
kemajuan; melanjutkan upaya perubahan; 
mengidentifikasi masalah lain dan mencari 
solusi pemecahannya; serta memperluas 

cakupan pelaksanaan reformasi birokrasi. 
Sehingga diharapkan dalam lima tahun 
ke depan melalui reformasi birokrasi 
Kementerian Hukum dan HAM ke tahapan 
pemerintahan yang berbasis kinerja.

Perubahan-perubahan pada area 
tersebut terintegrasi melalui pelaksanaan 
tugas dan fungsi di Kementerian Hukum 
dan HAM yang dapat menciptakan kondisi 
kondusif untuk mendukung pencapaian tiga 
sasaran reformasi birokrasi. Inti perubahan 
dari reformasi birokrasi adalah perubahan 
mental aparatur. Perubahan tersebut tidak 
dapat dilakukan hanya melalui langkah-
langkah yang ditujukan langsung kepada 
aparatur, tetapi juga harus ditujukan kepada 
seluruh sistem yang melingkup aparatur.

Upaya-upaya yang telah dilakukan 
oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam 
pelaksanaan Reformasi Birokrasi berkaitan 
dengan tugas dan fungsinya antara lain :
a) Gerakan “AYO KERJA KAMI PASTI”;
b) Pembangunan Agen Perubahan di 

Kementerian Hukum dan HAM;
c) Perubahan Peraturan Menteri Hukum 

dan HAM tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Kementerian Hukum dan HAM;

d) Pengembangan dan pemanfaatan 
sistem Teknologi Informasi di lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM 
(E-PASTI);

e) Penilaian dan peningkatan kompetensi 
melalui metode Computer assisted test 
(CAT) serta pendidikan dan pelatihan 
melalu e-learning dan integrasi dan 
otomasi administrasi dan pelayanan 
kepegawaian dalam SIMPEG;

f) Tersedianya unit layanan pengaduan 
masyarakat;

g) Pembentukan Tunas Integritas;
h) Inovasi pelayanan serta pemanfaatan IT 

dalam pelayanan di Kementerian Hukum 
dan HAM (layanan online).
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Kebijakan Kementerian Hukum dan 
HAM dalam rangka untuk mempercepat 
pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah 
ada atau sedang dilaksanakan dan untuk 
meningkatkan pelaksanaan tugas dan 
fungsinya menetapkan target kinerja.12 Target 
kinerja bertujuan untuk: a. mempercepat 
pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 
b. meningkatkan peran Kementerian Hukum 
dan Hak Asasi Manusia dalam rangka 
peningkatan kualitas pembentukan dan 
pelayanan hukum serta pemenuhan/pe maju-
an hak asasi manusia kepada masyarakat; 
c. meningkatkan integritas aparatur hukum 
dan hak asasi manusia; d. meningkatkan 
koordinasi antarlembaga penegak hukum; 
dan e. mendorong terwujudnya penguatan 
perekonomian domestik bagi peningkatan 
dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Keberlanjutan pelaksanaan reformasi 
birokrasi yang merupakan penguatan 
pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan 
sebelumnya memiliki peran penting dalam 
mewujudkan tata kelola pemerintahan 
yang baik dalam mewujudkan visi dan misi 
Kementerian Hukum dan HAM.

PENUTUP

Kesimpulan
Pelaksanaan sistem reformasi birokrasi 

dalam upaya mengimplementasikan good 
dan clean governance di Kementerian Hukum 
dan HAM dicapai melalui pelaksanaan tugas 
dan fungsi yang terintegrasi melalui 8 area 
perubahan dengan pemanfaatan Teknologi 
Informasi serta melakukan inovasi untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dengan membentuk sumber daya manusia 
aparatur yang mempunyai inovasi dan 
kreatifitas perubahan. Secara umum 

pelaksanaan 8 area reformasi birokrasi sudah 
berjalan dengan baik dengan nilai mutu B 
(Baik).

Saran/Rekomendasi
1) Meningkatkan sosialisasi tentang 

reformasi birokrasi dan target kinerja 
kepada seluruh pegawai terutama di 
UPT Kementerian Hukum dan HAM.

2) Perlu menyusun pedoman teknis 
pelaksanaan reformasi birokrasi dan 
target kinerja Kementerian Hukum dan 
HAM. 

3) Perlu membangun e-government yang 
terintegrasi di seluruh Kementerian 
Hukum dan HAM.

12 Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI  nomor 9 Tahun 2015 tentang Target Kinerja Kementerian 
Hukum dan HAM tahun 2015.
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